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HUKUM KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara dalam arti luas mehputi APBN, APBD, keuangan
negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi
keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang
berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada
APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan
negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah
Keuangan Publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang disahkan 9 Maret 2003 diharapkan dapat menjadi kerangka
hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara
pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran
undang-undang ini juga dapat memberikan garis yang jelas dan tegas
kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.

dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
& Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

H@n aupt erupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
( gar} pelaksandan hak dan kewajiban tersebut.

Buku ini dapat dijadikan referensi ntama dalam memahami Hukum Keuangan

Negara yang pembahasannya meliputi: Pengertian, ruang lingkup, kedudukan,

prospek keuangan negara; pengelofaan kevangan negara dan APBN; pengawasan

dan pemeriksnan kenangan negara dan APBN; defisit dan inplasi APBN; serta
tinjauan hukum pinjaman luar negeri.
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